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PUTUSAN
Nomor 1066/Pdt.G/2013/PA.Smd.

o>l yoz )l alll pans
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim menjatuhkan
putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang

diajukan oleh :

Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Usaha
salon, tempat tinggal di Jalan Kota Samarinda, sebagai Penggugat;
Melawan
Tergugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan
PT. XXX, tempat tinggal di Jalan Kota Samarinda, sebagai
Tergugat,

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di depan

persidangan;
TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya bertanggal 01 Juli 2013
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan
register Nomor 1066/Pdt.G/2013/PA.Smd. tanggal 01 Juli 2013, telah
mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada
hari Sabtu tanggal 20 Agustus 1994 M, yang dicatat oleh Pegawai

Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Plosoklaten,
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Kabupaten Kediri, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah
Nomor : 265/57/VIII/1994 tanggal 20 Agustus 1994 ;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat
tinggal di  di rumah kediaman bersama di rumah sewaan di Jalan
Pagesangan, Kota Surabaya selama 1 tahun, kemudian Penggugat dengan
Tergugat berpindah-pindah tempat kediaman bersama dan terakhir
bertempat kediaman di rumah bersama di Jalan Cipto Mangunkusumo,
Kota Samarinda selama 6 tahun;

3. Bahwa dari pernikahan, Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai
3 orang anak bernama :

a. Anak Ke-l, lahir di Sidoarjo, tanggal 28 April 1995
b. Anak Ke-ll, lahir di Samarinda, tanggal 13 September 2000
c. Anak Ke-lll, lahir di Samarinda, tanggal 27 Agustus

2003 dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat

dengan Tergugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan November

tahun 2012 mulai tidak rukun, antara Penggugat dan Tergugat sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan
sering melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat, hal tersebut
Tergugat lakukan setiap ada perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dengan Tergugat, seperti ketika Penggugat meminta tolong
kepada keponakan Penggugat untuk mengantar Penggugat kemudian
Tergugat marah-marah kepada Penggugat dan Tergugat tidak segan untuk
memukul jasmani Penggugat;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha bersabar atas sikap Tergugat namun

tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk merubah sikapnya sehingga
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Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga yang
rukun bersama Tergugat;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan
Tergugat tersebut terjadi pada bulan Mei tahun 2013, dan sejak itu pula
Penggugat dengan Tergugat berpisah ranjang dan tidak pernah kumpul lagi
sampai sekarang;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat
menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama
Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke
Pengadilan Agama Samarinda

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua

Pengadilan Agama Samarinda Cqg. Majelis Hakim yang memeriksa dan

mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai

berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;

- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);

- Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang

berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang

seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Penggugat datang dan
Tergugat menghadap sendiri di persidangan;
Bahwa majelis hakim melaksanakan usaha perdamaian antara

Penggugat dan Tergugat, demikain pula majelis hakim mewajibkan

melaksanakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini
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dengan menujuk Drs. H. Syakhrani sebagai mediator, sebagaimana
dikehendaki oleh Pasal 7 ayat 1 Perma Nomor 01 Tahun 2008, karena
Tergugat hadir di persidangan, maka mediator berusaha menasehati
Penggugat agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama
Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat tetap mempertahankan isi dan

maksud Gugatannya;

Bahwa Tergugat tidak pernah datang lagi setelah mediasi, karenanya
Tergugat tidak ada menyampaikan tangkisan (eksepsi) ataupun jawaban
terhadap gugatan Penggugat, maka pemeriksaan perkara ini diteruskan dengan

memeriksa bukti-bukti;

Bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 265/57/
VII1/1994, tanggal 20 Agustus 1994, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri, potokopi tersebut bermeterai cukup

dan sesuai dengan aslinya, bertanda P.;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti 2 (dua)

orang saksi, yang masing-masing bernama :

1. Saksi I, umur 22 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menyampaikan

kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena bekerja di salon
Penggugat sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan Tergugat suaminya ;

b. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3
(tiga) orang anak;

c. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis
sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;

d. Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung

Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
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e. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat dikarenakan Tergugat memiliki sifat temperamintal dan tidak
mau mengalah serta tidak bertanggung jawab tentang kebutuhan rumah
tangga sehingga mengakibatkan sering terjadi pertengkaran antara
Penggugat dengan Tergugat bahkan sampai terjadi tindakan kekerasan
melihat dari bekas memar pada Penggugat ;

f. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang sejak sekitar
bulan Mei 2013 dan tidak pernah berkumpul bersama lagi;

g. Bahwa sebagai teman kerja sudah berusaha menasehati hanya kepada

Penggugat saja, namun tidak berhasil;

2. Saksi ll, umur 27 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menyampaikan
kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
a. Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena bekerja di salon

Penggugat sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan Tergugat suaminya ;

b. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3
(tiga) orang anak;

c. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis
sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;

d. Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung
Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

e. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat dikarenakan masalah ekonomi sehingga mengakibatkan sering
terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

f. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak
sekitar b ulan Mei 2013 dan tidak pernah berkumpul bersama lagi;

g. Bahwa sebagai teman kerja sudah berusaha menasehati hanya kepada

Penggugat saja, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan

sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi,
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sedang Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir

di persidangan;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti lainnya berupa apapun lagi di

persidangan dan hanya mohon agar perkaranya diputuskan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah
dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk
mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini majelis hakim cukup menunjuk
berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari

putusan ini;
TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 153 Rbg jo pasal 82
ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha
mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pula ketentuan pasal 7 ayat
(1) Peraturan Mahkamah Agung RI tahun 2008, Majelis Hakim telah
memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi,
berdasarkan laporan hasil mediasi yang dibuat oleh mediator Drs. H. Syakhrani,
tanggal 23 Juli 2013 terbukti para pihak gagal mencapai kesepakatan dalam
menyelesaikan perkaranya;

Menimbang, bahwa Tergugat yang pernah hadir dipersidangan belum
menyampaikan jawaban, sedangkan untuk persidangan-persidangan
selanjutnya tidak pernah hadir menghadap, dinyatakan Tergugat tidak
menggunakan hak jawabnya oleh karena itu Tergugat dinyatakan mengakui
kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, berdasarkan ketentuan pasal 311 dan
313 RBg yang dinyatakan pengakuan adalah bukti yang cukup dan setiap

pengakuan harus diterima seutuhnya, oleh karena itu harus dinyatakan menurut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s
15

% 4

I ”_'.. b

hukum pengakuan Tergugat adalah bukti yang sempurna, akan tetapi oleh
karena perkara ini adalah sengekata rumah tangga bidang perceraian, demi
kepentingan hukum Penggugat dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk memperteguh dalil gugatannya
telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi | dan
Saksi I, yang mana keterangan para saksi tersebut telah bersesuaian dengan
gugatan Penggugat, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa keterangan
para saksi telah memperteguh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta rumah tangga
Penggugat dan Tergugat tersebut diatas Majelis Hakim menilai antara
Penggugat dan Tergugat telah tidak ada lagi rasa saling cinta dan saling kasih,
dengan demikian kewajiban suami isteri sebagaimana diamanatkan dalam
pasal 33 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan oleh
Penggugat dan Tergugat, harus dinyatakan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat telah pecah dan sulit untuk dipertahankan dalam satu rumah tangga
yang bahagia, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan
dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang nomor 1
tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi oleh
Penggugat dan Tergugat dan dengan mempertahankan keadaan rumah tangga
yang sedemikian rupa, tidak akan membuahkan manfaat apapun bagi kedua
belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan
tersebut diatas, Penggugat yang bermaksud untuk mengakhiri sengketa rumah
tangganya dengan jalan perceraian dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan
dalam posita gugatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Penggugat
tersebut terbukti beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hak sesuai
ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo.
Pasal 116 huruf (f) dan (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Hadist Nabi
Muhammad SAW. berbunyi :
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Artinya : "Tidak memudharatkan dan tidak mendatangkan mudharat .”
Maka dari fakta yang telah ada, perceraian lebih maslahat bagi Penggugat dan
Tergugat, sedang mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah
mendatangkan mudharat. Dan juga sejalan dengan doktrin hukum Islam yang
tercantum dalam kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:
aalle olall ade 3l 793 a2l at) pac aibll)s
Artinya : "Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya,
maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami';
Serta pendapat fugaha seperti yang terdapat dalam Kitab Madza Hurriyatuz
Zaujain Juz | halaman 83 yang berbunyi :
s lgd gaiy 2z pls - oazo il slll Claiai iz SMall pllai pMu¥l i1 28y
pSxs Ol olize e Y1 0Y Ts) st 0o 8300 Toll ol guas cuzs ido Vs
.adosll g, obllang ,usadl Hruwdl (uzgj 2>l Wle
Artinya : “Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah
dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan
suami isteri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti
menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang
berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan
keadilarn’.
Maka majelis hakim berpendapat telah cukup alasan bagi Penggugat untuk
bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu sepatutnya gugatan Penggugat
dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah
diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu untuk

menambah amar putusan yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan
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Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai
Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, maka biaya perkara berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dan
ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 serta segala
ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syari yang

bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat), terhadap
Penggugat (Penggugat);

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan
salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai
Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan
Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya
pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang
disediakan untuk itu;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sebesar Rp. 391000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2013
Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1434 Hijriyah, oleh Majelis
Hakim Pengadilan Agama di Samarinda yang terdiri dari, Drs. H. Hatpiadi,
M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Fathurrachman, M.H. dan Drs. Muh. Rifa'i,

M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan
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pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk
umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Faidil Anwar, S.Ag.,
S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh pihak
Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Hatpiadi, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Fathurrachman, M.H.

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera Pengganti,

Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Proses Rp. 50.000,-
- Panggilan Rp. 300.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Meterai Rp. 6.000.-

Jumliah Rp. 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)
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